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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) 

dana alokasi umum (DAU) dan belanja modal pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menerapkan data sekunder. Populasi penelitian 

yakni laporan belanja modal pemerintah daerah kabupaten atau kota pada provinsi Jawa Tengah mulai 

tahun 2019-2020 yang terdiri 35 kabupaten/kota. Sampel penelitian ini adalah laporan belanja modal 

pemerintah daerah Kabupaten Brebes yang laporan realisasi APBD-nya tercantum dalam laporan 

realisasi APBD tahun 2019-2020 dan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang 

dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Dari 

hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

berdampak positif signifikan terhadap Belanja Modal.  

Kata kunci: Alokasi Belanja Modal , Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah 

 

Abstract 

This study aims to determine the impact or influence of local original income (PAD) of the general 

allocation fund (DAU) and capital expenditure on districts or cities in Central Java Province. This 

research is a quantitative study by applying secondary data. The research population is a report on the 

capital expenditure of the district or city government in Central Java province starting from 2019-2020 

consisting of 35 regencies/cities. The sample of this study is the capital expenditure report of the local 

government of Brebes Regency whose APBD realization report is listed in the 2019-2020 APBD 

realization report and uses purposive sampling. The analysis technique utilized in this study is multiple 

linear regression with the help of the SPSS application. From the results of the study, it was revealed 

that the variables of Regional Original Income and General Allocation Fund had a significant positive 

impact on Capital Expenditure.  

Keywords: Capital Expenditure Allocation, General Allocation Fund, Local Revenue 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah tentang otoritas publik melalui Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU dengan peraturan 

independensi regional memberikan perjanjian bahwa setiap wilayah perlu melampaui semua 

kebutuhan. Yang terkait dengan kegiatan dalam layanan menyediakan fasilitas dan perkembangan 

Infrastruktur yang merupakan kewajiban masing-masing pemerintah daerah[1]. Selain itu, dengan 

fokus layanan pemerintah kepada masyarakat, masyarakat dapat menyaring dan mengendalikan 

penggunaan aset yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan pengeluaran Saat melakukan 

layanan kepada masyarakat[2]. Persiapan alokasi dan realisasi di APBD adalah yang pertama 

dilakukan oleh pemerintah daerah beberapa komponen, yaitu pendapatan regional PAD dan 

menyeimbangkan dana yang berisi Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Belanja Modal (ABM) 
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dll[3]. Pengeluaran yang berisi dalam pengeluaran regional, tidak dapat berpisah dari sumber 

pendapatan, baik dalam bentuk pinjaman daerah, pendapatan asli daerah  atau dana 

keseimbangan[4]. Dana saldo adalah dana yang diperoleh dari anggaran negara yang terdiri dari 

dana alokasi umum dan belanja modal, sedangkan PAD itu sendiri adalah dana [5]. PAD adalah 

semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya ekonomi [6]. Semakin tinggi kapasitas 

wilayah untuk mendapatkan pendapatan asli wilayahnya, semakin besar kegiatan pengeluaran 

daerah. Semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan dari pusat[7]. Semakin besar tawaran 

dan akuisisi layanan dan fasilitas publik melalui pengeluaran modal regional. Berdasarkan riset 

sebelumnya pada dana penugasan umum, ada beberapa hasil tidak konsisten[8]. Riset sebelumnya 

adalah bahwa dana penugasan umum memiliki efek positif pada pengeluaran modal. Sementara 

bahwa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memiliki efek negatif pada pengeluaran modal[9]. 

Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang membentuk dasar implementasi layanan 

publik[10]. Salah satu bentuk alokasi dana adalah pengeluaran modal[11]. Pengeluaran Modal 

sebagai bagian dari pengeluaran daerah untuk membangun dan menyediakan infrastruktur, 

infrastruktur, dan fasilitas publik melalui pembelian barang-barang berwujud dalam bentuk aset 

tetap dengan lebih dari satu tahun[12]. Pengeluaran modal, yang merupakan salah satu 

pengeluaran daerah, harus diperhitungkan karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas[13]. menjelaskan bahwa untuk penerimaan daerah yang terdiri dari 

PAD, DAU dimaksudkan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat, yaitu melalui fasilitas publik yang nantinya akan meningkatkan biaya modal [14]. 

Pengeluaran modal menurut SAP adalah. pengeluaran yang dibuat dalam konteks 

pembentukan modal yang menambah aset atau inventaris tetap yang memberikan manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran biaya biaya pemeliharaan yang 

mempertahankan atau menambah dan tingkatkan masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan 

kualitas aset[15]. Pengeluaran modal yang rendah dapat mempengaruhi kinerja beberapa lembaga 

pemerintah[16]. Pengeluaran modal adalah sesuatu yang penting untuk meningkatkan ekonomi, 

jadi dalam hal ini perlu untuk campur tangan dalam layanan pemerintah termasuk rendahnya 

tingkat pencairan[17]. Di era desentralisasi fiskal, peningkatan layanan di beberapa sektor 

diharapkan, terutama di sektor publik. Tentu saja, harapan ini dapat dilakukan jika ada upaya 

pemerintah untuk menyediakan beberapa fasilitas investasi[18]. Awal implementasi desentralisasi 

fiskal dan kebijakan otonomi daerah dimulai pada awal 2001. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 

untuk melaksanakan otoritas Pemda. Pemerintah pusat akan mentransfer dana penyeimbangan 

yang terdiri dari DAU. Selain itu, sumber pendanaan lainnya dalam bentuk PAD, pembiayaan, dan 

pendapatan lainnya. Di antara jumlah dana keseimbangan yang telah dijelaskan, dana alokasi 

umum dianggap lebih banyak digunakan dan lebih fleksibel, sehingga penggunaan yang tepat 

dalam penggunaan optimalnya, DAU benar-benar dapat menjadi kekuatan pendorong bagi 

ekonomi daerah[19]. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan penugasan pengeluaran yang 

lebih besar untuk tujuan tersebut Salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

adalah pengeluaran modal [16]. 

 Peningkatan PAD diharapkan mendorong investasi dalam modal pengeluaran pemerintah 

daerah sehingga kualitas layanan publik [11]. Karakteristik independensi regional dapat dilihat 

dari PAD yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. tetapi masih ada banyak daerah yang masih 

bergantung pada sumber pendanaan daerah pada dana transfer. Perbandingan proporsi DAU 

dengan PAD masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya, 

termasuk PAD. DAU ini dapat menyebabkan berbagai masalah yang dapat dilihat dalam hal 

perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memahami fungsi DAU, di mana pemerintah 

pusat mentransfer dana untuk menyamakan tingkat keuangan antardaerah. Berdasarkan latar 

belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengamati masalah dan mengkaji lebih dalam lagi 

tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di 

Jawa Tengah”. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 
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beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya, apakah PAD berpengaruh terhadap belanja 

modal, apakah DAU berpengaruh terhadap belanja modal, apakah PAD dan DAU berpengaruh 

terhadap belanja modal. Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah di atas, tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja modal, 

mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal, mengetahui pengaruh PAD dan 

DAU terhadap belanja modal. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Stewardship Theory, ini juga disebut sebagai teori manajemen yang menjelaskan kapan 

seorang manajer bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya dengan berjuang secara optimal 

keinginan dan kepentingan utama dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri, bersikap 

jujur dan berintegrasi ke pihak lain. Teori Stewardship ini melihat bagaimana manajemen dalam 

suatu organisasi diasumsikan sebagai pelayan yang bekerja dengan integritas dan penuh tanggung 

jawab berdasarkan tujuan organisasi[20]. Menurut Perméndagri No 59/2007 tentang arahan untuk 

manajemen keuangan daerah PAD adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum 

yang meningkatkan ekuitas adalah hak regional selama latihan dan tidak perlu dibayar lagi oleh 

wilayah. PAD meliputi: pendapatan daerah, penyeimbangan dana, pendapatan regional yang sah 

lainnya. Setelah otonomi regional, pemerintah pusat memberikan lebih banyak wewenang kepada 

daerah untuk mengatur urusan regionalnya sendiri[21]. Menurut UU No. 33 tahun 2004, 

pendapatan daerah adalah hukum pemerintah daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai bersih 

periode yang bersangkutan, pendapatan asal regional adalah pendapatan dari sumber daya 

ekonomi pendapatan daerah adalah salah satu komponen dari APBD[10]. 

 Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, dana alokasi umum adalah dana yang diperoleh dari 

pendapatan APBN yang ditugaskan dengan tujuan kapasitas keuangan yang adil antara daerah 

untuk membiayai kebutuhan regional dalam konteks implementasi desentralisasi[22]. DAU adalah 

komponen terbesar dalam neraca dan perannya sangat strategis dalam penciptaan ekuitas dan 

keadilan antar wilayah, proporsi substansial dan penggunaan penggunaannya yang luas juga akan 

memberikan makna otonomi yang lebih signifikan untuk implementasi pemerintah daerah. 

Menurut UU No. 33 tahun 2004, jumlah total DAU ditetapkan setidaknya 26% dari laba bersih 

yang ditentukan dalam APBN, DAU untuk suatu daerah ditugaskan berdasarkan kesenjangan 

fiskal dan penugasan dasar[23]. 

 Kegiatan pengembangan infrastruktur daerah dikenal sebagai pengeluaran modal. Menurut 

PP No. 71 tahun 2010, pengeluaran modal adalah biaya pemerintah daerah yang manfaatnya 

melebihi 1 tahun fiskal dan aset atau kekayaan regional. akan meningkat dan kemudian 

meningkatkan pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok -kelompok 

pengeluaran administrasi umum. Pengggeluaran modal dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori 

utama yaitu: biaya modal dari peralatan tanah, modal dan mesin, biaya modal dan konstruksi 

modal, jalan dan jaringan irigasi biaya modal, pengeluaran modal fisik lainnya. PAD dapat 

menambah tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan regional yang 

diperoleh, semakin mungkin daerah tersebut memenuhi kebutuhan pembelian mereka sendiri 

tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat, yang berarti bahwa daerah tersebut dapat mandiri, 

dan dan Sebaliknya[24]. Menurut teori agensi, ada dalam organisasi masyarakat dan pemerintah 

daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) bertindak sebagai agen dan masyarakat yang diproyeksikan 

melalui DPRD. Pendapatan asli daerah memengaruhi proses anggaran biaya pemerintah daerah 

sebelumnya[25]. Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki efek atau berpengaruh 

positif, yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja Modal[26].  

H1: PAD berpengaruh secara parsial positif signifikan terhadap anggaran belanja modal. 

DAU yaitu, dana asli dari anggaran negara yang ditugaskan dengan tujuan ekuitas keuangan antara 

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran mereka dalam konteks implementasi 
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desentralisasi[27]. Oleh karena itu, ada transfer yang signifikan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan 

fungsi layanan dasar umum, menugaskan dau untuk alokasi biaya modal. Menurut teori agensi 

antara pemerintah pusat sebagai (direktur dan agen pemerintah daerah). Dalam hal ini, alokasi 

umum dana transfer dana pemerintah pusat ini kepada pemerintah daerah sehingga mereka dapat 

menggunakan dana ini untuk kegiatan regional yang ditugaskan untuk biaya modal Penelitin 

sebelumnya yang dilakukan [28]. DAU memiliki efek positif pada belanja modal, memberikan 

hasil yang sama yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja 

modal[29].  

H2: DAU berpengaruh secara parsial positif signifikn terhadap anggaran belanja modal. 

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi belanja 

khususnya untuk belanja modal itu sendiri. Bila disesuaikan dengan Teori Agensi (Jensen dan 

Meckling) bahwa hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks 

PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk memberikan 

pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal 

Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (principle), karena masyarakat 

telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain [30]. 

Bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Dan dana alokasi umum merupakan transfer 

yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan 

mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya Dengan adanya transfer DAU dari 

pemerintahan pusat, maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya 

untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan 

pelayanan publik bahwa bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. [31] 

H3: PAD dan DAU berpengaruh secara simultan positif signifikan terhadap belanja modal. 

Sesuai dengan penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian, maka dapat kita buat kerangka 

konseptual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini mengggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitan yang mengacu pada 

karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat mengenai dua variabel atau lebih[32]. 

Penelitian ini menguji tentang hubungan antara variabel independen PAD dan DAU dengan 

variabel dependen (BM). Populasi penelitian ini berupa seluruh pemerintah kabupaten/kota 

provinsi jawa tengah, selama dua  tahun yaitu dari tahun 2019-2020[33] menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan belanja modal. Variabel. Independen dalam penelitian ini 

antara lain Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), sedangkan variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah ABM (Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten atau kota selama tahun 

2019-2020. Teknik yang digunakan adalah sampling jenuh, karena jumlah sampel yang sedikit 

dan agar sample mampu merepresentasikan populasi. yang dijadikan sampel adalah pemerintah 

daerah kabupaten/kota yang memiliki data-data yang lengkap pada laporan realisasi APBD yang 

tersedia di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan[34]. 

PAD (X1)  

DAU (X2) 

 

ABM  

(Y) 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui cara menengah. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan APBD 2019-2020 

APBD yang diperoleh dari situs web Direktorat jendral Keuangan Pemerintah Daerah melalui situs 

web www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD 2019-2020, data dapat diperoleh 

sehubungan dengan jumlah realisasi anggaran belanja modal, dana alokasi umum, pendapatan asli 

daerah[35]. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, analisis 

regresi, uji t, uji F. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004). Pendapatan asli 

daerah diukur dengan total pendapatan pajak daerah, perpajakan daerah, hasil pengelolaan warisan 

daerah yang terpisah dan pendapatan yang valid lainnya (UU No. 33 tahun 2004).  

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang ditugaskan 

untuk tujuan kapasitas keuangan yang adil antara daerah untuk membiayai kebutuhan regional 

dalam konteks implementasi desentralisasi yang sesuai dengan ketentuan tersebutperaturan 

perundang-undangan (Permendagri No 33 tahun2019). Variabel ini diukur melalui jumlah dana 

alokasi umum yang diperoleh oleh wilayah kabupaten/kota di setiap tahun fiscal[36]. Menurut 

Permendagri Nomor 33 tahun 2019 belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembeliaan/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi 

asset.[37] Belanja modal diukur dari total belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja 

bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya 

(Permendagri No 33 tahun 2019). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tabel diatas bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 

kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2019- 2020: PAD menunjukkan nilai minimum 

sebesar 220.00 nilai maksimum sebesar 2025.00 nilai rata-rata (mean) sebesar 417.6571 dan 

stanndar deviasi sebesar 296.55452. DAU menunjukkan nilai minimum sebesar 417.00, nilai 

maksimum sebesar 1307.00 nilai rata-rata (mean) sebesar 911.0571 dan standar deviasi sebesar 

233.87314 Belanja Modal yang menunjukkan, nilai minimum sebesar 102.00 nilai maksimum 

sebesar 506.00 nilai rata-rata (mean) sebesar 254.8000, dan standar deviasi sebesar 104.58934. 
 

Tabel 1. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD 35 220.00 2025.00 417.6571 296.55452 

DAU 35 417.00 1307.00 911.0571 233.87314 

ABM 35 102.00 506.00 254.8000 104.58934 

Valid N (listwise) 35     

     Sumber: Output SPSS  

 

Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikannya > 0,05 begitu juga sebaliknya tingkat 

signifikan < 0,05, maka tidak normal. Berdasarkan data pada gambar 1 di bawah gambar probably 

plot of regression menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis ordinal. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini normal karena terlihat bahwa titik 
data menyebar rmengikuti arah garis diagonal. 
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Gambar 1. Uji Multikolinieritas 

 

Jika VIF di bawah atau < 10 dan Tolerance value di atas > 0,1 maka tidak terjadi multikoloniaritas. 

Maka interpresentasinya: berdasarkan table data di bawah diketahui bahwa nilai VIF variabel PAD 

(X1) dan variabel DAU (X2) adalah 1,131 < 10 dan nilai Tolerance value 0,884 > 0,1 maka data 

tersebut tidak terjadi multikolinieritas. 

 

Tabel 2. Coefficientsa 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 

(Constant) -26.445 49.240  -.537 .595   

X1 .115 .044 .326 2.615 .014 .884 1.131 

X2 .256 .056 .573 4.595 .000 .884 1.131 

a. Dependent Variable: Y 

 Sumber: Output SPSS  

 

Pada uji ini peneliti menggunkan scatterplot dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik 

menyebar di atas atau di bawah dan titik membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berdasarkan bagan diagram Scatterplot sebelumnya menunjukkan bahwa 

tidak ada pola yang jelas, dan titik meluas di atas dan di bawah angka 0 pada y sumbu, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari uji heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Uji Heterokedastisitas 

 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi yaitu dengan menggunakan Uji Durbin-

Watson atau DW test. Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Durbon-

watson (d) sebesar 1.083 dengan tingkat signifikasi 5%, dengan total sampel (n) 35, dan k variabel 

independen (k) sebanyak 2, maka diperoleh dl = 1.3433; du = 1.5838. Dengan demikian 

menunjukan nilai tabel d < dl, yaitu 1.083 < 1.3433sehingga terdapat autokorelasi positif. 

 

 

 

Tabel 3. Uji Autokorelasi 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .749a .561 .533 71.43555 1.083 

  Sumber: Output SPSS  

 

Hasil persamaan uji regresi linier berganda yaitu: Y = -26.445+ 0,115 PAD + 0,256 DAU. 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah 

sebesar -26.445. Hal ini berarti bahwa ketika nilai variabel bebas PAD (X1), DAU (X2) naik, maka 

nilai variabel terikat belanja modal (Y) akan turun sebesar -26.445. Koefisien regresi PAD (X1) 

sebesar 0,115, menunjukan bahwa jika PAD (X1) mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka 

nilai belanja modal (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,115. Dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

Koefisien regresi DAU (X2) sebesar 0,256, hal ini menunjukan bahwa jika DAU (X2) mengalami 

kenaaikan sebesar satu kali, maka nilai Belanja Modal (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,256. 

Dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

 
Tabel 4. ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 208626.407 2 104313.204 20.441 .000b 

Residual 163297.193 32 5103.037   

Total 371923.600 34    

                            Sumber: Output SPSS 

 

Pada hasil uji F yaitu dengan cara membandingkan hasil dan nilai signifikan uji F dengan alpha 

5%. Jika nilai signifikan uji F menunjukan lebih kecil dari alpha 5%, maka hipotesis yang diajukan 

diterima. Sebaliknya jika hasil atau nilai signifikan uji F menunjukan lebih besar dari alpha 5%, 

maka hipotesis yang di ajukan di tolak atau tidak diterima. Oleh karena itu berdasarkan hasil uji F 

di atas dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 20.441 dan nilai signifikan 0,000 P < 0,05. Hal ini 

berarti PAD, DAU secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

 
Tabel 5. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -26.445 49.240  -.537 .595 

PAD (X1) .115 .044 .326 2.615 .014 

DAU (X2) .256 .056 .573 4.595 .000 
              Sumber: Output SPSS 

 

Pada penelitian ini untuk variabel PAD berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,615 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 < 0,05, hal ini berarti variabel PAD berpengaruh 

positif signifikan terhadap belanja modal.  Pada penelitian ini untuk variabel DAU berdasarkan 

pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 4.595, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 p < 

0,05. Hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 2.615 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,014 p < 0,05, hal ini berarti variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja 

modal. Hal tersebut menunjukan bahwa H1 diterima. Hasil penelitian ini membuktikan sejalan 

dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa semakin tinggi PAD maka semakin besar juga alokasi 

belanja modal. Besarnya belanja modal akan diperoleh dari besar atau kecilnya PAD menunjukkan 

bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal[38]. Penelitian 

menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan hasil 

pengujian diperoleh nilaitT hitung sebesar 4,595 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 p < 

0,05), hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil 
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tersebut menunjukan bahwa H2 diterima. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa penelitian 

ini sejalan dan bahwa semakin tinggi DAU, maka belanja modal juga akan semakin meningkat. 

Hal penelitian ini sesuai dengan hasil [39] serta [40] menunjukan bahwa DAU berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian serta analisis yang telah di jalankan maka peneliti dapat 

mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadapa Belanja Modal. Disimpulkan bahwa secara 

simultan dari hasil penelitian terhadap masing-masing variabel PAD dan DAU dapat disimpulkan 

sebagai berikut. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Yang artinya apabila 

semakin tinggi PAD yang diterima oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula BM yang akan 

dianggarkan oleh daerah tersebut; DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Yang 

artinya semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar 

pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Sedangkan untuk secara parsial 

dapat disimpulkan yaitu PAD, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di 

provinsi jawa tengah tahun 2019-2020.  

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran 

berikut. Pemerintah kota Jawa Tengah harus lebih lanjut memaksimalkan dana APBD dan dana 

alokasi umum sehingga pemerintah masih perlu meningkatkan pengeluaran modal karena 

pembangunan dalam peraturan kota di Jawa Tengah masih membutuhkan kebijakan pemerintah 

dalam kasus infrastruktur, untuk meningkatkan Kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, 

pemerintah kabupaten Jawa Tengah. Harus lebih memaksimalkan dana APBD dan dana alokasi 

umum, yang ditugaskan ke daerah tertentu dengan tujuan membantu membiayai kegiatan khusus 

yang bersifat daerah. Masalah dan sesuai dengan prioritas nasional dan pemerintah kabupaten/kota 

Jawa Tengah mereka harus meningkatkan pendapatan asli dari masing-masing wilayah, sehingga 

ketergantungan pemerintah daerah di pemerintah pusat dalam hal keuangan dapat dimaksimalkan 

untuk implementasi daerah. Pemerintah harus melakukan upaya untuk mengintensifkan dan 

memperluas sumber pendapatan lokal yang mungkin sesuai dengan potensi yang ada di daerah 

masing-masing. 
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